
WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 905/ Kep. 1O5 .A-Bang/ rrr / 2O23

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
905/Kep.579-Bang/xll / 2O22 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

KEG1ATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI KELURAHAN

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang bahwa dengan adanya perubahan pada lampiran dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan sarara dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di kelurahan, maka Keputusan Wali Kota Nomor
9o5/Kep.579-Batg/m | 2022 teotarg Petunjuk Teknis
Kegiatan Fembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Mas3rarakat di Kehrrahan
dipandang perlu untuk diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalsud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 9O5/Kep.579-
Bang/XI /2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor I I 1, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarribahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lcmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan' dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

{Lediberan Negdla Reputrlik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentang
Keterbukaan Informasi PubUk (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 224 Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22
Nomor 238, Tambahaa Lembaran Negar4 Republik
Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan flrmbaran Negara Republik
Indonesia Tihun 2A14 Nornor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana tel,ah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tal;:trt 2022 tentang Cipta Ke{a
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambaharr kmbaran Negara Repullik
Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Perahrran Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Ferutrahal ataS Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20O7 tentang
Pengelolaan Uang Negara Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O8 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Joembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

74. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang
laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah {I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20lg tentang
Pengeiolaan Keuangal Daerah fiembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 20O8 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O20 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2019 tentang Perubahan- atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



20. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13O Tahun 2O18
tentang Kegtatan Pembangunan Sarana dan
Pirasariria Kelut'ahari den Pemlrerdayaan Masydrakat
di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 139);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembarran Daerah Kotd Bekasi Teliuri 2007 Norrior 4
Seri A) sebagaimana tel,ah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
04 Tahun 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Iembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2O15 Notnqr 16 Seri A);

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembentukan Badan Keswadayaan
Masyarakat Kota Bekasi (lembaran Daerah Kota
Bikasi Tdhun 2O15 Nomof 15 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor O6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (kmbaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor O2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan
darr Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
{l.embaran Daera}r Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4
Seri D);

25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor O5 Tahun 202O
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (I-embaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);

26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011
tenta-ng Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi
Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah
diulah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54
Tahun 2O13 tentang Perubahan atas Peratufan Wali
Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2O11 tentang Sistem
dan Prosedr:r Pengelolaan Keuangan Keuangan
Daerah Kota Bekasi {Berita Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);



27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2O13
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan
Anggaran dan Fendapatari Belanja Daerah (APBD)
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2O13 Nornor 63
Seri E);

Memperhatikan Berita Acara Rapat Nomor 905/BA.19.1/SETDA.Bang
Tanggal 6 Maret 2023 teotang Perubahan atas Keputusan
Wali Kota Bekasi Nomor 905/Kep.579-BanglXIl/2O22
tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana
Dan Prasarala Kelurahan Dan Pemberdayaaa Masyarakat
Di Kelurahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Mengubah Atas Keputusan WaIi Kota Bekasi Nomor
9o5/Kep.579-Barry/Xll2o22 tentang Petunjuk Teknis
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahaa Dan Pemberday'aan Masyarakat di
Kelurahan.

KEDUA Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
adalah mengubah L"ampiran sebagaimana tercantum
dalam t ampiran Keputusan ini.

Hal-hal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali
Kota Nomor 9O5/Kep.579-Bang/Xll/2O22 tentang
Petunjuk Tekrris Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan, sepanjang tidak mengalami perubahan
dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta akan diadakan perubahan
apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Maret 2023

ta

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Bekasi.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR:
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALi KOTA NOMOR 905/Kep.579-
BaNG/XI/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURATIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

A.LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Bekasi merniliki komitmen dalam pelaksanaaa Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan terutama melalui Pemberdayaan masyarakat yang
dilalsanakan lewat partisipasi dan swadaya masyarakat, agar fokus pada
sasaran pembangunan dapat terwujud, diperlukan suatu upaya berupa
harmonisasi manajemen pembangunan yang berorientasi pada :

1. kesesuaian (pengintegrasianf pembangunan daerah dengen kebutuhan
dan potensi sumber daya masyarakat dan wilayah;

2. terwujudnya pertumbuhan pembangunan partisipatif di tingkat
Kecamatan dan Kelurahan;

3. pendayagunaan dan pemanfaatan potensi/sumber daya lokal r.rntuk
perilbangunafi;

4. sinergitas dan integrasi program pembangunan daerah, dengan kebutuhan
potensi sumber daya masyarakat dan wilayah dibidang sarana prasarana
dasar;

5. peninglatan efektivitas dan efisiensi manajemen pembangunan pada
tingkat Kelurahan dan Ir-ecamatan;

6. peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka PEmberdayaan
Masyaralat.

Untuk mewujudkan keenam orientasi di atas perlu dilakukan langkah-
langkaft sebagai berikut :

1. penguatan kapasitas dan kapabilitas para pemeran (pemangku
kepentingan/stakeholders) di Kelurahan.

2. penguatan kemandirian stakeholder seperti kelompok masyarakat di
tinskat Kelurahan.

3. Penguatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

Upaya pendekatan pengelolaan pembangunan daerah yang berbasis
pada pemberdayaarl firasyarakat dan komunitas merupakan pendekatan
yang relatif efelrtif dalam penyelenggaraan program-prograrn pembangu.nan
yang dilaksanakan Kota Bekasi.

Hal ini merupalan bagran yang tidak terpisahkan dari Reneana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi tahun 2019 - 2023, sehingga
perlu disusun Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai
pedoman untuk para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Kegiatan.



B.TUJUANDAN KELUARAN

II. Keluaral Kegiatan Pembangunan Sarana da-n Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1. hasil pembangunan sesuai masukan dan kebutuhan masyarakat;
2. dokumen pela-ksanaan yang akuntabel dan transparan;
3. keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berbasis pemberdayaan

dan partisipatif;
4. peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur kelurahaa dalam

Pemberdayaal masyarakat.

C.PRINSIP

Prinsip
Prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan
dan diiestarikan oleh semua pelaku dan pemangku kepentingan (baik
masyarakat, lembaga kemasyarakatan, maupun pemerintah), dalam
melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah:

1. relevansi (kesesuaian), program/ kegiatan sesuai dengan masalah,
potensi/ sumber daya wilayah dan kebutuhan masyarakat;

2. partisipatif, dalam setiap kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan harus mengikutsertakan semua pihak pemangku
kepentingan merrurut peranannya, baik dalam perencanaan,
pelaksanaan maupun pemanfaatan, dengan pendayagunaan
potensi/sumber daya lokal dengan memberdayakan sebesar-
besarnya potensi masyaralat dan lingkungan alam sekitarnya
dengan memperhatikan kearifan lokal, tatanan sosial dan
kelestarian sumberdaya alam;

3. keselarasan, antara satu program/kegiatan dengan
program/ kegiatan lainnya sesuai dengan masalah potensi/sumber
daya wilayah dan kebutuhan masyarakat dan kelesta-rian
lingkungan sekitarnya diupayakan sinergis dan terpadu satu
sama lain;

I

I. Tujuan Kegiatan Pembangunan Sarana dal Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan :

1. meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan terwujudnya
pembangunan di wilayah kelurahan pada khususnya dan Kota Bekasi
pada umumnya;

2. meningkatkaa peran serta masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan keberlanjutan pembangunan;

3. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan
semangat lssa mgrniliki;

4. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah kelurahan dalam
memfasilitasi perencanaan pembangunan yang sinergis dan
pengelolaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.



4. selektif, program/kegiatan terseleksi dengan baik berdasar
prioritas dan mengacu kepada dokumen perencanaan untuk
mencapai hasil yang optimal;

5. keterbukaan dan dapat dipertanggungiawabkan, semua
programlkegiatan diketahui oleh semua pihak yarrg
berkepentingaa dan program /kegiatan serta hasilnya dapat
dipertanggungiawabkan kepada masyarakat dan menunrt
peraturan/perundangan yang berlaku;

6. berkelanjutan, setiap hasil program/kegiatan pembangunan
diiringi dengan pemanfaatan dan pemeliharaan serta peningkatan
dan pengembangannya sebagai suatu rangkaian yang terus
menerus;

7. skala prioritas, memilih sesuatu yang menjadi kebutuhan dengan
mempertimbangkal keberadaan sumberdaya yang tersedia. Setiap
pengambilan keputusan di kecamatan maupun antar kelurahan
dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada kebutuhan
nyata;

8. kesetaraan dan keadilan gender, masyarakat baik lakiJaki dan
perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap
tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan
pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran
kedudukan pada saat situasi konJlik.

D. SASARAN DAN TOKASI

Sasaran Kegiatan meliputi :

a. Pembangr.rnan/kegiatan yg masuk didalam Rencana Kerja Kelurahan
dan Rencana Kerja Kecamatan;

b. Kegiatan yang telah diputuskan di Musyawarah Kelurahan;

LOKASI KEGIATAN :

L,okasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berada di 56 kelurahan di Kota
Bekasi.

E. KRITERIA DAN JENIS KEGIATAN

1. KRITERIA KEGIATAN :

1. Pembangunan sarara dan prasarana kelurahan.
Kegiatan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada
meningka tnya kualitas hidup masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
dikelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri

3. Bersifat Komunal atau bermanfaat bagi lingt<ungan.



2. JENIS KEGIATAN

a. Jenis Kegia.tan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
meliputi :

1. Jaringan air minum;
2. Drainase dan selokan dengan ketentuan penampang basah atas lebar

maksimal 60 cm;
3. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
4. Sumur resapan;
5. Jaringan pengelolaan air lirnbah domestic skala pemukiman;
6. Alat pemadam api ringal;
7. Pompa kebakaran portable;
8. Penerangan lingkungan pemukiman;
9. Sarana prasarana iingkungan pemukiman lainnya;

10. Jalan Lingkungan dengan ketentuan lebar maksimal 3 m ketebalan
1O cm menggunakan Ready Mix K-25o/setara dan bila mengunakan
paving biok ketebalan minimal 1O cm.

1 1. Jalan Poros Kelurahal dengan ketentuan lebar minimal 4 m
ketebalan 15 cm menggunakan Ready Mix K-35O/setara

12. Sarana prasarana transportasi lainnya
13. Mandi cuci kakus untuk umr:m/komunal
14. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
15. Sarana prasarana kesehatan;
16. Taman bacasn masyarakat;
17. Bangunan Pendidikan anak usia dini;
18. Wahana permainan anak dipendidikan anak usia dini;
19. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

b. Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan meliputi :

a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
b. Keluarga berencana
c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat
d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya
e. Penyelengaran pelatihan kerja;
f. Penyelenggaraan kursus seni budaya;
g. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

lainnya;
h. Penyelenggaraan pelatihan usaha;
i. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro,kecil dan

menengah lainnya;
j. Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
k. Kegatan Pengelolaan kmbaga Kemasyarakatan lainnya;
1. Pengadaan/penyelenggaraan po.s keamanan;
m. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban

kelurahan;
n. Kegiatan pengelolaan ketentaraman,ketertiban umum dart

perlindungan masyarakat;
o. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
p. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
q. Pelatilan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
r. Edukasi manajemen proteksi kebakaran;
s. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.



F. PENGELOLA KEGIATAN
Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

2. Sekretaris Kelurahan selaku PPK-Unit SKPD);
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan.

G. TATA CARA PEI"AKSANAAN
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pembetdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelaksana;tn anggaran untuk
kegiatan pcmbangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok
masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, adapun tata cara
pelaksanaan kegiatan swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat
harus melalui beberapa tahapan :

Perencanaan
A. Untuk mencapai hasil yang maksimal harus dilakukan verifikasi

proposal sebelum pelaksanaan pekerjaan baik dari aspek
kelengkapan dokumen kelompok masyarakat yang akan ditunjuk
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarErna dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
dan verilikasi dari sisi teknis Perencanaan sehingga akan
rnenghasilkan kegiatan pembangunan yang akuntabel serta dapat
dipertanggungiawabkan dan selanjutnya hasil verifikasi tersebut
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah;

1

B. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan
sebagai berikut :

a. Lurah menJrusun kegiatan dan sasaran yang akan
dilaksanakan dengan cara swakelola, berdasarkan hasil
verifikasi proposal

b. Proposal yang sudah terverifikasi wajib melengkapi dengan
rencana Anggaran biaya, peta lokasi dan gambar

c. Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok
Masyarakat yang mampu melaksanakan peke{aan teknis.

d. Lurah selaku KPA bertanggung jawab terhadap penetapan
Kelompok Masyarakat, termasuk sasaxan, tujuan dan
anggaran swakelola dengan bentuk perjanjian kerjasama.

e. Penga.daan pekerjaan konstmksi hanya dapat berbentuk
peningkatan, rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana.

f. Pejabat Pembuat Komitmen membuat kontrak pelaksanaan
pengadaan swakelola dengan penanggung jawab / koordinator
Kelompok Masyarakat.



g. Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan :

f . Tim swakelola diangkat oleh Koordinator Kelompok
Masyarakat sesuai dengan stnrktur organisasi Swakelola;

2. T\rgas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai
berikut :

a) Tim Perencana mempurryai tugas dan bertanggung
jawab dalarn menJrusun KAK, jadwal rencana kerja ,

rlnclan biaya kerJa, gambar rencana kerja, rencana
pengadaan;
Penyusunan KAK meliputi :

1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi
latar belakang, maksud da:e tujuan, sasaran serta
sumber pendAnaan;

2) Walrtu pelaksanaan peke{aan yang diperlukan;
3) Keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku

cadang dan/ atau tenaga ahli perseorongan secara
rinci yang dijabarkan d^lam rencana keda bulanan,
rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;

4) Kegiatan atau output yang dihasilkan;
5) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis

(apabila diperlukan).
b) Jadwal Rencana pelaksanaan Pekerjaan (format

terlampir):
1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana

pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan
waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk
jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya,
peralatan/ suku cadang dan latau teaaga ahli
perseorangan yang diperlukan;

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu
dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan peke{aan
disusun dengan mempertimbangkan waktu yang
cukup bagi pelaksanan/penyelesaian pekerjaan.

c) Rincian Biaya Pekerjaan:
Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan
dengan tidak melampaui pagu angga-ran yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Anggaran dan dituangkan
dalam RAB meliputi ;

1) Gaji tenaga ahli perseorangan dan upah tenaga
kerja;

2) Pengadaan bahan;
3) Pengadaan dan penggunaan peralatan / suku

cadang;
4) Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang

dibutuhkan.
d) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis meliputi :

1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah;
2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti

pedoman/standar yang sesuai dengan yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;



e) Rencana Pengadaan dan kebutuhan tenaga Kerja :

1) Dala:n hal diperlukan bahan, jasa lainnya,
peralatan f suku cadang dan Iatau tenaga ahli
perseorangan, dapat dilakukal kontrak/sewa
tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip
dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Penyusunan jadwal rencafla pengadaan
dilaksanakan dengan memperhatikan batas akhir
tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran;

3) Rencana pengadaan harus memperhatikan syarat
tekrris dan metode pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

4) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun
berdasarkan rencana pelaksalaan pekerjaan.

f) Tim Pelaksana swakelola mempunyai tugas dan
bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
sesuai yang direncanakan, mendokumentasikan
peke{aan serta membuat laporan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan ;

g) Tim pengawas swakelola mempunyai tugas dan
bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peke{aan dengan tugas-
tugasnya antana lain :

1. mengawasi pekerjaan mulai dari tahap persiapan
sampai tahap pelaksanaan pekerjaan swakelola
yang meliputi :

a. Pengawasan dibidang administrasi yang
ditakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan
kegiatan dan pelaporan;

b. Pengawasan teknis untuk mengetahui realisasi
fisik pekerjaan di lapangan meliputi:

U Pengawasar terhadap bahan meliputi
pengadaan, pemakaian dan sisa bahan;

2) Pengawasan terhadap penggunaan
peralatan/ suku cadang untuk menghindari
tumpang tindih pemakaian di lapa-ngan;

3) Pengawasan Grhadap penggunaan tenaga
ke{a/ahli agar pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan yang direncanakan;

c. Pengawasan keuangan yang mencakup cara
pembayaran serta ellsiensi dan efektifltas
penggunaan keuangan;

d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan
penyimpangan, KPA harus segera mengambil
tindakan.



2. Evaluasi
Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :

l) Pengadaan dan penggunaan material/bahan;
2) Pengadaan dan penggunaam tenaga ke{a/ahli;
3) Pengadaan dan pengguna,rn peralatan/ suku

cadang;
4) Realisasi keuangan dan biaya yang rliperlukan;
5) Pelaksanaaa fisik;
6) Hasil kemajuan pekerjaan sesuai yang

tercantum di RAB.

Dari hasil evaluasi tersebut, tim pengawas
memberikan masukan dan rekomendasi untuk
memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan
pekerj aan swakelola selanjutnya.

h) Pembentukan Panitia/ pej abat Pengadaan:
1) PanitialPejabat Pengadaan diangkat oleh Kelompok

Masyarakat untuk melakukan pengadaan
barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
Swakelola.

2) Panitia /Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukar
PNS,

2. Pelaksanaan
1. Kecamatan

a. Camat sebagai Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelutahan melalui tim verifikasi tingkat
kecarnatan melakukan penelitian terhadap Usulan/Proposal
yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat untuk diteliti
kebenaran formal dan materil serta kelayakan dan
kelengkapannya yang terdiri dari latar belakang, tujuan,
sasaran, manfaat, strmber pendanaan, produk/output yang
dihasilkan, jadwal pelakszrnaan kegiatan, rincian biaya
pekerjaan, gambar rencana kerja dan teknis dan rencana
kebutuhan tenaga kerja;

b. Camat menentukan skala prioritas kegiatan swakelola
berdasarkan dari hasil penilaian Tim verifikasi tingkat
kecamatan untuk dituangkan didalam surat perjanjian
ke{asama antara Lurah sebagai KPA/ PPK darr Kelompok
Masyarakat sebagai bahan pembuatan Kontrak Kerja;

c. Hasil penelitian tim verifikasi tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk dituangkan
dalam bentuk berita acara yang isinya layak danlatau
tidak layak untuk dibiayai;

d. Berdasarkan Berita Acara Tim verifikasi, camat sebagai
Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Kelompok
Masyarakat sebagai pelaksana swakelola;

e. Kelorripnli Masyrifa-lidt ytiilg teish ditetapkan sebagal
pelaksana swakelola segera menetapkan tim perencana, tim
pelaksana dan tim pengawas serta tim pengadaan barang
jasa.



2. Tim swakelola
a. Tim Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah

disusun perencanaannya yaitu :

1) Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi
pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;

2) Mengaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta
jadwal kebututran bahan, Jasa l,ainnya,
peralatan/suku cadang dan/ atau tenaga ahli
perseorangan;

3) Mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya,
peralatan / suku cadang dan/atau tenaga ahf
perseorangan denqan memperhatikan prinsip-prinsip
pengadaan dan etika pengadaan.

4) Mendatangkan dan mengatur tenaga ke{a/tenaga ahli
perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaaa
sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

5) Menyusun laporan tentang penerimaan dan
penggunaan bahan, Jasa la.innya, peralatan/suku
cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan

6) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik
dan keuangan).

b. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/ Suku Cadang
dan/ atau Tenaga Ahli Perseorangan:

1) Pengadaan bahar, Jasa Lainnya, peralatan/suku
cadang dan/ atau tenaga ahli perseorangaa dilakukal
oleh Tim Pengadaan dari Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola (apabila ada) dengan
menggunaks.n metode pengadaan yang sesuai dan
memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika
pengadaan;

2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap
atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi.

c. Pembayaran:
1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan

dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir
peke{a atau dengan cara upah borong;

2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila
diperlukan) dilakukan berdasarkan Kontrak konsultan
perseorangan atau tanda bukti pembaya-ran;

3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/ suku cadang
dilakukan berdasarkan Kontrak pengadaan bararlg.

d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaar dan Dokumentasi:

1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan
penggunaan keuangan dilaporkan oleh Kelompok
Masyarakat kepada KPA secara berkala.

2) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi
setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar
dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai
dengan target fisik yang dicapai (format 4, format 5 dan
format 6 terlampir)



3) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi
setiap bulan.

4) Penggunaan bahan, Jasa l,ainnya, peralatan/suku
cadang dan/ atau tenaga ahli perseorangan dicatat
setiap hari dalam laporan harian.

5) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan
mingguan.

6) Dokumentasi pekerjaan meliputi admirristrasi dan foto
pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama
diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah di
selesaikannya pekerj aan.

e. Penyerahan Hasil Pekerjaan:
f) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai iOO 7o

(sasaran akhir peke{aan telah tercapai) Koordinator
Kelompok Masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada
KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
(format 1 dan format 2 terlampir).

2) Selanjutnya KPA membuat Berita Acara serah Terima
Pekerjaan Ke camat sebagai Pengguna Anggaran
(format 3 terlampir)

3) Selanjutnya Camat selaku Pengguna Anggaran
menyerahkan hasil pekerjaan kepada kelompok
masyarakat atau penerima manfaat langsung

f. Sanksi
Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan
terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam
Surat Perjanjiarr dan Kontrak antara Pihal< Pengelola
Kegiatan dengan Pengurus Kelompok Masyarakat. Sanksi
bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab
berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan.
Pengenaan salksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam
pelaksanaannya dibantu oleh Inspelrtorat;

3. Pembinaan darr Pengawasan oleh camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Pengawasan sebag-airhana tlinieiksud dalam pasal (2) dilakukan
dalam bentuk review, monitoring,evaluasi dan pemeriksaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi
a. melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang meliputi :

1) Pengadaan dan penggunaan material/bahan;
2) Pengadaan dan penggunaan tenaga ke{alahli;
3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/ suku cadang;
4) Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;



5) Pelaksanaan fisik;
6) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan.

b. Dari hasil evaluasi tersebut, tim pengawas memberikan masukan
dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan
pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya.

H. SUMBERDANA
Sumber pendanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; dan
b. Dana Alokasi Umum.

i. PENYALURAN DANA

1. Penyaluran dana kepacia pelaksana swakeiola dapat dilakukan
secara bertahap dengan ketentuan seb.gai berikut :

a. Diberikan 5O % (lima puluh persen) dari keseluruhan dana
swakelola apabila Pelaksana Swakelola telah siap
melaksartakan Kegiatan;

b. Diberikan 5O % (Li:rra puluh persen) dan keselur-uhan dana
swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 50 % (lima puluh
persen).

2. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan Penyerapan Anggaran yang
dikeluarkan, dilaporkan oleh pelaksana swakelola secara berkala
kepada PPK;

3. Penatausahaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekaaisme
langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ini digunakan sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Bilamana dalam
hal pembuatan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ini ada kekurangan
dapat diperbaiki, diubah atau disesuaikan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi,
Provinsi atau Pemerintah, yang diterbitkan setelah Petunjuk Teknis
Penyeienggaraan irri disahkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan ini
akan dirumuskan/disusun kemudian sesuai kebutuhan baik untuk
Tingkat Kelurahan, Kecarnatan mauprul Tingkat Kota.

PIt. WALI KOTA BEKA
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Format 1

KOPPOKMAS

No

Perihal : PermohonanPemeriksaanHasilPekeriaan

KepadaYth.

Lurah

lr

di-

Bekasi

DenganHormat,

Berdasarkan Surat PerintahKerja/KontrakNomor ...Tanggal

Nama Kegiatan

Nilai Kontrak

.. .., tentangPekerlaan :

Pembangunan Taman

Telah kami kerjakan sebesar seratus persen (100%), maka dengan ini kami mengajukan

Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ters€but di atas.

Demikianlah Surat Permohonanini kami buat, Atas perhatiaan dan keriasamanya kami

sampaikan banyak terima kasih.

Bekasi,

Yang mengajukan,

KOTA BEKA

TJAT{YONO



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERIAAN

NOMOR : 60q/BASTHP-.......... /.......12021

Pada hari ini ................tan9gal bu lan

II. Nama

jabatan

Alamat

Lurah

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

fabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....
KESATU.

tahun Dua ribu dua dua,

Selanjutnya disebut PIHAK

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Kegiatan Pembangunan Sarala Dan
Prasarana Keiurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan selaniutnya disebut
PIHAK KEDUA

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima

Pekerjaan Pembangunan Taman .........,.... .,............ dimana PIHAK KESATU
menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil

pekeriaan dari PIHAK KESATU, sebagaimana daftar terlampir.

PIHAK XFDI.IA PII!.A.X KF'S,ATLT

NIP

PIt. WALI KOTA BEKA

TJAHYONO

Format 2



Kop surat SKPD

Nomor: /BASTHP......

Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan
Pemtrerdavaan Masvarakat I)i KelrrrahanNama Kegiatan

Nama Pekeq'aan
Nama Pelaksana
Kontrak/SPK
TahunAnggaran

Pada hariini

1. Nama :

Jabatan :

Tempat/Kedudukan :

tarlggal
yaflg berta..'rda',.a,-,ga.t-^ diba*'ah ini :

bulan tahun dua ribu dua puluh tiga,

KEDUA
;

Dalarrr hal ini benindak daiam jat atan tersebut, selanjutnya disebut sebagai PIHAI( KESATU

Lurah

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA
Berdasarkan :

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil peke{aan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan kepada PIHAK
KEDUA dan PIFIAK
menerimapenyerahanhasilpekei aantersebutterhitungtan ggal

3. Sesuai Pemeriksaan Administrasi Hasil Peke{aan bahwa data pelaksanaan
peke{aan telah memenuhi kelengkapan sesuai dengan yang dipersyaratkan secara
administratif;

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam
sebagaimana mestinya.

rangkap 2 (dua), untuk dipergunakan

Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

ALI KOTA BEKA
1t(

o

i
*

*./

TJAHYONO

Format 3

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEXERJAAIY

2. Nama .

Jabatan : Camat
Tempat/Kedudukan :

2. SesuaiPeninjauan[,apangandalamrangkaPemeriksaan Hasil Pekerjaan, makanilai
peke{aan sebagaimana tersebut di atas, sebesar Rp.



Format 4
JA)WA WAKT U PEI-Al(SAl'lMl{
X!9tlen

Ldci
gfiber &n€

Tehun Anggaren

NO URAAI{ PEKERJAAT,I VOLUME
PEKERJAATiI

TOTA
HARGA

BOBOT

PEKERJAAII

WA(TU PEI.AKSANAAN

KETBUTAN KE 1 BULAN KE 2 BUTAN KE 3

72345 12345 72345

PROGRES RENCAM MINGGUAN

PROGRES KUMULATIF MINGGUAN

BKM..,.

IK

o
TJAHYONO

KOTA BEKASI,



Oan hari,/tanaaal

Format 5
I.APO'tAN HARIAN PEKER.IA.AN

TJAHYONO

A.TENAGA KER,IA O.PEKERJAAN YANG DII.AXSANAKAN HARI INIB MATERIAL
\/OLUMENO MACAM PEXERJAANPROFESI IUMIAH EAHAN YANG DIDATANGK/dN \/OLUME C . ALAT.ATAT JML BH

!elG.j"a" dlmularjarn paal hlns8a iarrl
Pengawas lspangan

sebealan tldak dapat dlpergunakan bekerja oleh karena : HUJAN/CUACA BAIX

CUACA
harl sepanuhnya

IrI
--
--

I

-

t{

P]t. WALI KOTA BEKASI.



Format 6

l(69btan

Loftesl

Sonbor oana

Tahun Angg6.an

I.APORAN MINGGUAN

MINGGU KE

PERIODE

TAHUN

BKM

I(EMAJUAN PEXEruAAN (OMUI.ATIF PEIGR'AAN

RIALISASI oEvlAslMI'{GGU I.AI.U MING6U TAI.U s.d MINGGU lNl RENCANANO URAIAN PEKERJAAN VOLUME

PEKERJMN %

rOTAL

HARGA

BOBOT

f/n Rp % Volume Rp oa Rp % %

.I UMLAH

rIIIIIII

I-IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII--

-

IIII

II-IIIrI-II

IIIIII
III

III
IIII

IIIIII

Plt.
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